BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2010

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuzn Pasal 6 Qznun Nomor ... Tzhun 2010
tentang Perubzhan Anggzran Pendzpatan dan Belzniz pat
Simeulue Tahun Anggarzn 2010, perlu ditetzpian Perzturzn Bucz

Mengingat : 1.

Simeuluz tentzng Penjabzran Perubzhan Anggaran Pendzpztzn dzn
Belanja Kabupaten Simeuluz Tahun Anggzran 2010,
Undang-Undang Nomor 12 Tzhun 1985 tentang Pzjzk Bumi dzn
Bangunan (Lembazran Megara Republik Indonesiz Tzhun 1985

BUPATI SIMEULUE,

Nomor 3312) sebagzimana telzh diubzh dengan Undzng-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 perubshzn ztzs Undang-Undzng Nomer
Tahun 1985 tentang Pajzk Bumi dan Bzngunan (Lembarss
Republik Indonesia Tzhun 1994 Nomor 62, Tambzhzn Lembz:
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tzhun 1997 tentang Bez Perglehan
Hak Atas Tanah dan Bzngunan (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Momor 44, Tambzhan Lembarzn Negz
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tzhun 1999 tentang Penyelenggzraan
Negara yang Bersih dzn Bebas dari Korupsi, Kolusi dzn Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3851);

Nomor 68, Tambzhan Lembazran Negara Repubiliv Indonesia

=

al

. Undang-Undang Nomor 17 Tzhun 2003 tentang Keuzngzan Negara

(Lembaran Negarz Republik Indonesia Tzhun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tzhun 2004 tentang Perbendzharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 53, Tambahan Lembarzn Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembarzn
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Nevar Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4400;

S0 Undana-Undang - Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Slstem
Perencanaan Pembangunan Naslonal (Lembaran Negara Republik

donesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesta Nomor 442 1

Undana-Undana Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

(aerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor

L5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor

TN sebagalimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Neaara Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor 59, tambahan

Lembaran Neaara Republik Indonesla Nomor 1844);

JAUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Aeuanaan Antara: Pemwerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1L.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049); -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan-
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

14, Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor
4138);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakllan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kall dirubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketlga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4712);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 4502);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansl Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyclonggnr.mn Pemerintah Daeran Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Port;mqgungjnwnbnn Kepala Daeran kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informas| Penyelenggaraan
Pemerintah Dacerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor
4574);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesla Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lémbaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 4575);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagalmana telah dlubah dengan

Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614;

28.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
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2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Mageri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penqgelolaan ¥euanqgan
Daerah;

30.Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daarah
Tahun Anggaran 2010;

30.Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2010,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanfa Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010
semula berjumlah Rp. 331.712.905.200,- bertambah sejumlah Rp. 18.216.434.029,-
sehingga menjadi Rp. 349.929.339.229,- dengan rincian sebagal berikut :

1. Pendapatan

a. Semula : Rp. 317.593.079.200,-
b. Bertambah ' Rp.  2.611.330.671,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 320.204.409.871,-

. Belanja :
a. Semula Rp. 312.712.905.200,- e
b. Bertambah Rp. 14.716.434.029,- -
Jumlah belanja setelah perubahan Rp.327.429,339.229 -
Surplus/(Deflsit) (Rp. 7.224.929.358,-)

. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 14.119.826.000,-

2) Bertambah ( Rp. 12.704.034.142,-)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.415.791.858,-
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 19.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 3.500.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 22,500.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto ( Rp. 21.084.208.142,-)

Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Rp. 28.309.137.500,-)

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 dirincl leblh lanjut pada Lamplran Peraturan Ini,
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Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan baglan yang tidak
terpisahkan darl Peraturan Inl,

’

Pasal 4

Peraturan Inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setlap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
inl dalam Berita Daerah.

Disahkan dl  Sinabang

Pada tanggal 17 Desember 2010 M
11 Muharram 1432 H
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Diundangkan di Sinabang,
padatanggal 17 Desember 2010 M

11 Muharram 1432 H
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BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 13
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